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BAB IlI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 yang berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali,
kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, belum
sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang berhak, dengan
adanya ketentuan pelaksanaan Perpres 71 Tahun 2012 yang dalam Pasal 75

menentukan bahwa mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang.

Dengan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang, yang artinya
menitik beratkan ganti kerugian dalam bentuk uang atau menjadikan bentuk ganti
kerugian dalam bentuk uang yang utama dibandingkan dengan bentuk ganti
kerugian lainnya yang ditentukan dalam Pasal 36 tersebut yang berupa tanah
pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang

disetujui kedua belah pihak.

Hal tersebut membuat para pihak yang berhak tidak memperoleh kepastian
hukum, karena para pihak tidak memperoleh haknya menurut hukum, menurut
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang berupa bentuk ganti kerugian selain
uang yang ditentukan dalam Pasal 36 yang berupa tanah pengganti, permukiman
kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.
Dengan tidak diperolehnya kepastian hukum tentang hubungan hukum antara
subyek hukum, dalam hal ini adalah pihak yang berhak dengan obyek atau bentuk
ganti kerugian atas tanahnya, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang

berhak belum sepenuhnya terwujud.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai
berikut:

Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agrarian Dan Tata
Ruang dalam arti luas dan Pejabat Kantor Pertanahan serta Panitia Pengadaan
Tanah dalam arti sempit. Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum
bagi bekas pemegang hak atas tanah, seyogiaanya tidak ada pembatasan dalam
memberikan bentuk ganti kerugian, karena pihak yang berhak telah bersedia
memberikan tanahnya untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat banyak
sehingga perlu dijamin agar kehidupanya tidak menjadi lebih buruk setelah
pengadaan tanah, dengan tetap memberikan bentuk ganti kerugian tanpa dibatasi
dalam bentuk tertentu, sehingga ketentuan dalam Pasal 75 Perppres Nomor 71
Tahun 2012 perlu ditinjau kembali karena tidak menjamin kepastian hukum dan

perlindungan hukum bagi pihak yang berhak.
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